
Lampiran 5

Form 2.c

Nama Pemda : Kabupaten Bungo

Tahun Penilaian : 2025

Periode yang dinilai : 2025

Urusan Pemerintahan : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

OPD yang Dinilai : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Sumber Data

Tujuan Strategis 1

Tujuan Strategis 2

1 PROGRAM  PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

2

3 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

4 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 

5

6

7 PROGRAM  PENGELOLAAN  KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Capaian/Hasil Program 1 Persentase jumlah rumah di wilayah pengembangan  SPALD (93.05%)

2

3

4 Persentase menurunnya area Kawasan permukiman kumuh perkotaan (5,14%)

5 Persentase kawasan Permukiman layak huni perkotaan (94,86%)

6 Persentase permukiman yang di dukung dengan PSU (98,27%)

7 Persentase   Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten (35,59%)

Informasi Lain -

1 Pengelolaan   dan   Pengembangan   Sistem   Air Limbah Domestik dalam Daerah 
Kabupaten/Kota

2 Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

3 Administrasi Keuangan Perangkat daerah

4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

5 Penyediaan  Jasa Penunjang   Urusan Pemerintahan Daerah

6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi 
program Kabupaten/kota

8 Penerbitan Izin Pembangunan dan pengembangan perumahan

9. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

10 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 
(sepuluh) Ha

11. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah 
Kabupaten/Kota

12. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

13. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran Kegiatan  :

1
Persentase Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk/unit 
pengolahan setempat (94,01%)

2 Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (SAKIP) (A Predikat)

3 Cakupan Pengelolaan Keuangan sesuai SOP (12 BULAN)

4 Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (12 BULAN)

5 Cakupan Kegiatan Perkantoran yang berjalan dengan baik (12 BULAN)

6
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang 
terpelihara  (100%)

7
Persentase   rumah yang teridentifikasi rawan bencana  atau Relokasi Program 
Kabupaten/Kota (5,58%)

8
Persentase Jumlah rumah yang mendapat rekomendasi PBG/IMB (26,87%)

9 Persentase  Kawasan permukiman kumuh (2,70%)

10 Persentase  Kawasan permukiman kumuh perkotaan  yang ditangani (78,92%)

11 persentase jumlah rumah yang diperbaiki di luar kawasan kumuh(86,04)

12 Persentase perumahan  yang  dilengkapi PSU (31,59%)

13 Persentase kawasan RTH  Kota yang dikelola (0,19%)

1 Pembangunan/Penyediaan  Sub  Sistem Pengolahan Setempat

2.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2.2
Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan  Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD

Persentase Pemenuhan Operasional kantor (100%)

Kegiatan, dan indikator keluaran 

“Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Berkualitas”

Kegiatan :

Sub Kegiatan :

Sub Kegiatan dan Indikator Sub 
Kegiatan yang akan dilakukan 

penilaian risiko

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

RKA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  Tahun 2024

Persentase Rumah Layak Huni dilokasi  rawan bencana atau Relokasi Program 
Kabupaten/Kota (97,50%)

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

PROGRAM  PENUNJANG  URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

“Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi perkantoran dinas perumahan dan kawasan 
permukiman”

Program Dinas  
Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Renja 2023)

dan Kegiatan Utama
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)



3.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

3.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3.3 Kordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun

4.1 Penyediaan Komponen Instalasi 'Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang - Undangan

4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu

4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

6.1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

7 Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program 
Kabupaten/kota.

8.1  Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan 
Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik 

8.2 Koordinasi dan singkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan 
perumahan

9 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP

10.1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

10.2 Kerja sama perbaikan RTLH beserta PSU

11 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan 
Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh 
dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

12.1 Penyediaan PSU di perumahan untuk menunjang fungsi hunian

12.2 Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang 
fungsi hunian.

12.3  Verifikasi dan penyerahan PSU Perumahan dan Pengembang

13.1 Pengelolaan RTH

13.2 Pengelolaan Taman keanekaragaman hayati lainnya

1 Jumlah  Rumah  Tangga  yang  memiliki  Tangki Septik (78.751 RT)

2.1. Jumlah     Dokumen     Perencanaan     Perangkat Daerah (6 dokumen)

2.1.

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD (6 dokumen)

3.1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (28 Orang)

3.2
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi 'Pelaksanaan Tugas ASN (12 
Laporan)

3.3
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun  SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi  
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 Laporan)

4.1
Jumlah         Paket         Komponen         Instalasi Listrik/Penerangan    Bangunan    
Kantor    yang disediakan (1 paket)

4.2 Jumlah   Paket   Bahan   Logistik   Kantor   yang Disediakan (1 paket)

4.3 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (1 paket)

4.4
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang 
Disediakan (3 dokumen)

4.5 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (12 laporan)

4.6
Jumlah  Laporan  penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (12 
laporan)

5
Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa  Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan(12 laporan)

6.1
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan Perizinannya (13 unit)

6.2 Jumlah   Peralatan   dan   Mesin   Lainnya   yang Dipelihara (44 unit)

6.3
Jumlah gedung Kantor terpelihara"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 
yang terpelihara/ Direhabilitasi" (3 unit)

7
Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang 
Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (1dokumen)

8.1

Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan 
Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Terintegrasi Secara Elektronik (1 dokumen)

8.2
Jumlah     Laporan     Hasil     Koordinasi     dan Sinkronisasi   Pengendalian   
Pembangunan   dan Pengembangan Perumahan (1 laporan)

9 Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang tersusun/Tereview/Terlegalisasi

10.1 Jumlah    Rumah    Tidak    Layak    Huni    yang Diperbaiki (429 unit rumah)

10.2
Jumlah   Dokumen   Kesepakatan   Kerja   Sama dalam   Perbaikan   Rumah   Tidak   
Layak   Huni Beserta PSU (1 laporan)

11

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan 
Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh 
dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (801 unit rumah)

12.1
Jumlah   Lokasi   Perumahan   yang   Disediakan Prasarana,  Sarana,   dan  Utilitas  
Umum  yang Menunjang Fungsi Hunian (3 lokasi)

12.2
Jumlah   Lokasi   Perumahan   yang   Disediakan Prasarana,  Sarana,   dan  Utilitas  
Umum  yang Menunjang Fungsi Hunian (3 lokasi)

Indikator Sub Kegiatan :

Sub Kegiatan dan Indikator Sub 
Kegiatan yang akan dilakukan 

penilaian risiko



12.3 Jumlah   Perumahan   yang   yang telah terverifikasi. (3 perumahan)

13.1
Luas  RTH  yang  Dikelola  Lingkup  Kewenangan Kabupaten/Kota (76,28 Ha)

13.2
Luas   Taman   KEHATI   Lainnya   yang   Dikelola Lingkup Kewenangan 
Kabupaten/Kota (8,02 Ha)

Kabupaten Bungo, .......             2025
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

REDAWATI, SP, ME.

NIP. 197308022000122001

Sub Kegiatan dan Indikator Sub 
Kegiatan yang akan dilakukan 

penilaian risiko


